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PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.84/MENLHK-SETJEN/2015

TENTANG

PENANGANAN KONFLIK TENURIAL KAWASAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran masyarakat

dalam pengurusan hutan yang berkelanjutan harus

memperhatikan pengakuan dan kedudukan hak

masyarakat termasuk Masyarakat Hukum Adat,

menampung dinamika aspirasi dan peran serta

masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat

yang berdasarkan pada norma hukum nasional;

b. bahwa pengakuan dan kedudukan hak masyarakat

termasuk Masyarakat Hukum Adat sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan berdasarkan asas

partisipatif, terbuka, berkeadilan, imparsialitas dan

kesetaraan, perlu diatur penanganan konflik tenurial

kawasan hutan secara bermartabat dengan

mengedepankan hak asasi manusia dalam kerangka

Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang

Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang

Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2013

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 5432);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5657);

8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang

Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5608);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan

serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 22), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan

dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta

Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 16);

10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang

Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri

Kabinet Kerja Tahun 2014-2019, sebagaimana telah

diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun

2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara

Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 17);
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13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-

II/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman

Rakyat Dalam Hutan Tanaman (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 407), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

P.31/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Kehutanan Nomor P.55/MENHUT-II/2011

tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam

Hutan Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 826);

15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-

II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat

Melalui Kemitraan Kehutanan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 958);

16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.88/Menhut-

II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1495);

17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.89/Menhut-

II/2014 tentang Hutan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1496);

18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian lingkungan Hidup dan

Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 713);

19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 32 Tahun 2015

tentang Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 1025);

Memperhatikan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

tanggal 2 April 2012 mengenai Pengujian Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEHUTANAN TENTANG PENANGANAN KONFLIK TENURIAL

KAWASAN HUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Konflik Tenurial Hutan adalah berbagai bentuk

perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan,

pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan kawasan

hutan.

2. Sekretariat Penanganan Konflik Tenurial Hutan, yang

selanjutnya disebut sekretariat adalah sekretariat yang

berfungsi menerima pengaduan kasus-kasus lingkungan

hidup dan kehutanan.

3. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan

usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak

berbadan hukum.

4. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat

yang secara turun temurun bermukim di wilayah

geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul

leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan

hidup dan kawasan hutan, serta adanya sistem nilai yang

menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.

5. Asesmen adalah serangkaian kegiatan penilaian konflik

yang dilaksanakan dalam rangka penanganan dan

penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan.

6. Asesor Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan

adalah orang yang memiliki pengetahuan, keterampilan

dan sikap kerja dan dibuktikan telah memiliki sertifikat

kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi

Profesi.
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